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SEJARAH mencatat Muham-

madiyah menjadi organisasi yang

membidani lahirnya Direktorat Urus-

an Haji. Saat itu Muhammadiyah men-

dirikan Bagian Penolong Haji yang di-

ketuai oleh KH M Sudja’. Bagian Peno-

long Haji menjadi rintisan Direktorat

Urusan Haji.

Pada Kongres Tahunan  (Sekarang

Muktamar) di Minangkabau, Suma-

tera Barat 1930, Muhammadiyah men-

dorong pemerintah untuk membangun

pelayaran sendiri bagi jamaah haji

Indonesia. Sejarah panjang ini menun-

jukkan secara gamblang betapa Mu-

hammadiyah lekat dengan urusan haji

dan menjadi inisiator lahirnya Direk-

torat Jenderal (Dirjen) Penyeleng-

garaan Haji dan Umrah (PHU). 

Dirjen PHU merupakan kursi panas.

Artinya, banyak agenda keumatan di

bagian ini. Penyelenggaraan Haji dan

Umrah punya banyak pekerjaan ru-

mah untuk dirampungkan. Salah satu-

nya adalah penataan kuota haji yang

semakin panjang dari tahun ke tahun.

Selain itu PR besar Dirjen PHU adalah

maraknya kasus penipuan umrah oleh

beberapa biro nakal. 

Inisiator

Berbagai persoalan di atas perlu dise-

lesaikan dengan berbagai cara dan

langkah taktis.  Muhammadiyah ter-

panggil untuk berkontribusi dalam

mengurai masalah di Dirjen Haji.

Selain karena Muhammadiyah menja-

di inisiator juga telah menjadi kerja

Persyarikatan untuk membantu peme-

rintah. 

Profesor Hilman Latief, kader

Muhammadiyah yang baru saja dilan-

tik menjadi Dirjen PHU pada 1

Oktober 2021 lalu, perlu bekerja cepat,

tepat, dan trengginas untuk memper-

pendek daftar tunggu haji setelah dua

tahun terakhir pemerintah memu-

tuskan untuk tidak memberangkat haji

asal Indonesia. Penundaan pem-

berangkatan itu tentu berefek pada se-

makin panjangnya daftar antrean

calon haji Indonesia. Penataan dan ma-

najemen haji perlu dikelola dengan

baik agar umat Muslim tidak merasa

dirugikan karena sebuah kebijakan. 

Selain daftar panjang antrean ja-

maah haji. Guru Besar Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta itu mem-

punyai tantangan tidak ringan yaitu

penataan biro umrah nakal. Kasus

First Travel, Abu Tour, Solusi

Balad Lumampah (SBL), dan

Hannien Tour, semoga tidak

terjadi lagi.  

’Iming-iming’

Munculnya biro nakal de-

ngan berbagai iming-iming ke-

mudahan untuk berangkat ke

tanah suci pun menunjukkan

harapan besar masyarakat ten-

tang tata kelola kelembagaan

haji dan umrah yang baik,

transparan, dan bertanggung-

jawab. Masyarakat mengingin-

kan Kementerian Agama mam-

pu menjadi pemimpin dan pe-

mandu gerak langkah yang

ajeg, simultan, dan sesuai de-

ngan koridor hukum.

Pembenahan tata kelola kelem-

bagaan menjadi kunci penting

di tengah disrupsi/sorotan ta-

jam direktorat ini. Keterbu-

kaan/transparansi kinerja kepada pu-

blik menjadi pintu masuk perubahan

dalam tata kelola.  

Bersinergi dengan berbagai keku-

atan bangsa dalam mengurai problem

di atas dapat dilakukan. Organisasi

massa Islam, Badan Usaha Milik

Negara (BUMN), lembaga swasta, dan

lainnya perlu diajak berembug mengu-

rai masalah ini. Masalah ini perlu so-

lusi multidisiplin bahkan transdisiplin,

sehingga mengajak semua kekuatan

untuk berkolaborasi menjadi sebuah

keniscayaan.  ❑

*) Benni Setiawan, Dosen

Universitas Negeri Yogyakarta,

Anggota Majelis Pendidikan Kader

(MPK) Pimpinan Pusat

Muhammadiyah. 

Stunting dan Kemiskinan di DIY

Benni Setiawan

Perusahaan rintisan DIY miliki

potensi besar.

-- Pengembangan ekonomi digital

jadi prioritas.

***

Percepatan vaksinasi mahasiswa,

Pemda libatkan PT.

--  Mestinya kesadarannya lebih

tinggi.

***

Kasus menurun, Dinkes Sleman

efisienkan isoter.

-- Namun tetap antisipasi.

Muhammadiyah dan Dirjen Haji

STUNTING merupakan saudara

dekat dari kemiskinan. Kemiskinan di-

anggap salah satu faktor terbesar

penyebab stunting pada balita. Balita

yang berada pada keluarga miskin cen-

derung lebih rentan terjangkit stunt-

ing. Hal ini karena kurangnya kebu-

tuhan asupan gizi pada balita sehingga

menyebabkan stunting.

Salah satu masalah serius yang perlu

mendapatkan perhatian sebagai tu-

runan dari masalah kemiskinan

adalah masalah stunting.

Berdasarkan Peraturan Presiden

(Perpres) Nomor 72 Tahun 2021

stunting diartikan sebagai gang-

guan pertumbuhan dan perkem-

bangan anak akibat kekurangan

gizi kronis dan infeksi berulang.

Hal ini ditandai dengan panjang

atau tinggi badan balita berada di

bawah standar yang ditetapkan

oleh menteri yang menyeleng-

garakan urusan pemerintahan di

bidang kesehatan.

Berdasarkan data dari Status

Gizi Balita Indonesia (SGBI)

melalui Susenas dan Integrasi

Studi Status Gizi Balita Indonesia

(SSGBI) angka prevalensi stunting

pada tahun 2019 di Indonesia se-

banyak 6.538.564 anak atau sebe-

sar 27,7% dari persentase total ke-

seluruhan anak Indonesia. Daerah de-

ngan prevalensi stunting terendah an-

tara lain Provinsi Bali, Kepulauan

Riau, Provinsi DKI Jakarta dan

Provinsi Bangka Belitung. Namun

masih terdapat 30 Provinsi yang angka

prevalensi stunting diatas torelansi

World Health Organisation (WHO)

yaitu di angka 20%. 

6 Terendah

Posisi stunting DIY berada di 6 teren-

dah nasional yakni berada di angka

21,04%. Hal ini menunjukan kinerja

pemerintah daerah yang cukup baik

dan berhasil menangani stunting di

DIY, meskipun masih lebih 1,04% jika

menggunakan standar WHO.

Ada dua cara dalam menangani

stunting. Pertama, dimulai dari keluar-

ga yakni fokus pada pengasuhan anak

melalui pemantauan 1000 hari perta-

ma kehidupan (HPK). Pada penangan-

an ini orang tua balita berperan pen-

ting dalam pemantauan balita dari

lingkup keluarga. Pada fase emas, para

orang tua dibantu oleh tenaga kese-

hatan yang disebut dengan intervensi

spesifik dan intervensi sensitif dalam

pola asuhnya. Meskipun demikian

pengetahuan terhadap pola asuh dan

gizi balita sangat penting dimiliki

orang tua dalam mengentaskan stunt-

ing di DIY. Sehingga dari sisi penge-

tahuan mengenai pola asuh dan asup-

an gizi anak sangat ditekankan untuk

menghindarkan stunting pada balita.

Stunting merupakan masalah besar

yang tidak dapat disepelekan.

Memperbaiki kualitas sumber daya

manusia merupakan salah satu agenda

penting pemerintah saat ini. Hal ini da-

pat dilihat dari prioitas penggunaan

dana desa tahun 2021 yang salah satu

peruntukannya adalah untuk pencega-

han stunting dengan tageline-nya

mewujudkan desa sehat dan sejahtera.

Perlu Keterlibatan

Selain itu ada juga pelaksanaan

pencegahan stunting melalui peran

serta kelurahan dan kalurahan secara

konvergen yaitu memastikan kelompok

sasaran mendapatkan pelayanan yang

baik. Hal ini dapat diwujudkan dengan

tersedianya layanan kesehatan Ibu dan

anak, konseling gizi terpadu yang da-

pat diwujudkan dengan kegiatan

posyandu, tersedianya sarana air

bersih dan sanitasi, perlindungan dan

jaminan sosial serta kesehatan, pembe-

rian pendidikan anak usia dini (PAUD)

dan kelas pengasuhan, pemerik-

saan kesehatan pasangan usia

subur serta pemberian tablet tam-

bahan darah pada remaja puteri.

Sarana dan prasarana yang

memadai akan sangat membantu

pada keluarga yang memiliki bali-

ta. Akses dan keterjangkauan

orangtua balita terhadap fasilitas

kesehatan sangat dibutuhkan un-

tuk menekan angka stunting di

DIY.

Stunting merupakan salah satu

sektor yang sangat diperhatikan

karena hal ini akan berpengaruh

pada tumbuh kembang anak pada

generasi yang akan datang.

Keterlibatan pemerintah kalura-

han (pedesaan) terutama sangat

penting keberadaanya. Karena

sampai pada tahun 2021 angka

kemiskinan di DIY masih banyak

berada di pedesaan yakni pada angka

14,44% dari total 12,80% per Maret

2021.  ❑

*) Anif Muchlashin, Tim

Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah, Bappeda-DIY

Anif MuchlashinTuntaskan Vaksinasi, Genjot 3 T
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bertepatan dengan HUT ke-265

Kota Yogyakarta. Hari bersejarah

yang tak cukup hanya diperingati se-

cara seremonial, melainkan lebih

dari itu, mengisi dengan aktivitas

yang lebih bermakna dan membawa

manfaat bagi masyarakat luas. Kota

Yogyakarta harus memenangkan

pertempuran melawan pandemi

Covid-19.

Kita memberi apresiasi yang tinggi

atas tekad Pemerintah Kota

Yogyakarta yang menjadikan hari ini

sebagai momentum bersejarah un-

tuk menuntaskan vaksinasi bagi

seluruh warga Kota Yogyakarta.

Inilah deklarasi tuntaskan vaksinasi

Covid-19 yang pertama di Indo-

nesia, yang diharapkan menginspi-

rasi daerah lain di Tanah Air.

Deklarasi tuntaskan vaksin Covid-

19 di Kota Yogyakarta, tentu tak

cukup dimaknai sebagai proses ser-

emoninal, tapi jauh lebih dalam kare-

na mengandung makna substantif.

Deklarasi itu didasarkan pada data

di lapangan bahwa penduduk di

Kota Yogyakarta seratus persen

telah divaksin, kecuali yang secara

medis memang belum diizinkan.

Deklarasi tuntaskan vaksin Covid-

19 juga punya makna penting dalam

konteks pencapaian herd immunity

atau kekebalan komunal. Kita yakin

dengan penuntasan vaksinasi ini

maka akan diiringi dengan pencapa-

ian herd immunity. Artinya, masyara-

kat akan lebih banyak terlindungi

dari penularan virus Covid-19.

Dengan penuntasan vaksinasi

Covid-19 dan pencapaian herd im-

munity, tentu tidak diartikan bahwa

masyarakat sudah bebas beraktivi-

tas apa saja tanpa mengindahkan

protokol kesehatan (prokes). Diakui,

prokes adalah kunci dari keberhasil-

an pengendalian Covid-19. Jadi,

meskipun vaksinasi tuntas 100

persen, penegakan prokes tetap

harus dilakukan, meski relatif ada

kelonggaran masyarakat dalam be-

raktivitas.

Sementara pascapenuntasan

vaksinasi Covid-19, pemerintah

Kota Yogya lebih fokus pada ke-

giatan tracing, testing dan treatment

atau dikenal dengan istilah 3 T, ini

harus digenjot. Kita sangat yakin,

melalui sinergi antara  pemerintah

Kota Yogya dengan masyarakat,

Covid-19 dapat dikendalikan dan ke-

khawatiran bakal muncul  gelom-

bang ketiga Covid-19 seperti di be-

berapa negara tetangga, tidak terja-

di.

Lebih dari itu, kita berharap Kota

Yogya bisa menjadi model dalam

penanganan Covid-19, sehingga

bisa dicontoh daerah lain. Metode

sweeping, yakni mencari orang

yang belum divaksin hingga ke kam-

pung-kampung, adalah aksi nyata

yang menunjukkan keseriusan pe-

merintah kota dalam memberantas

Covid-19. Kiranya cara ini sangat

efektif dan bisa menjadi model upa-

ya preventif pengendalian Covid-19.

Kita tidak tahu kapan pandemi

Covid-19  sirna dari muka bumi ini,

namun kita harus menunjukkan ke-

sungguhan untuk melawannya.

Paling tidak, apa yang dilakukan

Pemerintah Kota Yogya dan masya-

rakatnya adalah bentuk ikhtiar untuk

memerangi Covid-19 . Menuntaskan

vaksinasi Covid-19 adalah kado

terindah bagi Kota Yogyakarta da-

lam memperingati ulang tahunnya

ke-265. Kita optimis, dengan penun-

tasan vaksinasi Covid-19, Kota

Yogyakarta akan memenangkan

pertempuran melawan Covid-19.

Dirgahayu Kota Yogyakarta !  ❑

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan me-

ngirimkan artikel untuk SKH Kedaulatan

Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya me-
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serta jangan lupa menampilkan fotocopy

identitas. Terimakasih. 
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Model Pembelajaran ÔBlended LearningÕ
PEMBERLAKUAN Pembatasan

Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah di-

longgarkan bagi daerah yang meng-

alami penurunan kasus Covid-19.

Kelonggaran ini diberikan kepada

daerah yang berada pada level dua

dan tiga. Masyarakat yang masuk level

dua dan tiga harusnya bersyukur kare-

na diberi keleluasaan untuk menye-

lenggarakan berbagai kegiatan, terma-

suk di dalamnya Pembelajaran Tatap

Muka (PTM).

Masyarakat banyak yang setuju

dimulainya pembelajaran tatap muka,

karena pembelajaran tatap muka

merupakan cara untuk membangun

karakter siswa. Ada pola komunikasi

membangun tata krama antara siswa

dengan guru maupun siswa dengan

siswa. Selama pandemi Covid-19,

pembelajaran dilaksanakan secara vir-

tual atau daring sehingga pendidikan

karakter siswa terabaikan karena guru

terlalu fokus pada penuntasan kuriku-

lum.

Pembelajaran tatap muka diizinkan

oleh pemerintah, tentu saja pembela-

jaran tatap muka dengan syarat pro-

tokol kesehatan yang ketat. Sekolah

yang sudah bisa menerapkan pembe-

lajaran tatap muka agar tetap

mematuhi aturan dan petunjuk yang

ada, khususnya yang menyangkut

sarana prasarana prokes, standar

operasional prosedur, hingga

pemetaaan penyakit dan keadaan

seluruh warga sekolah. Satuan pen-

didikan yang melaksanakan pembela-

jaran tatap muka jangan lengah dan ja-

ngan merasa bebas dari ancaman

Covid-19.

Sekolah yang siap melaksanakan

pembelajaran tatap muka harus sudah

mempersiapkan diri dan mendapatkan

izin dari pemerintah. Dengan diizinkan-

nya pembelajaran tatap muka ini, ja-

ngan sampai muncul klaster baru di

lingkungan sekolah. Untuk menjaga

hal tersebut, sekolah dapat menerap-

kan pola pembelajaran kombinasi

blended learning selama pembela-

jaran tatap muka terbatas.

Model pembelajaran blended learn-

ing merupakan gabungan pembela-

jaran yang dilakukan secara tatap mu-

ka dan secara virtual. Blended learning

merupakan pembelajaran yang

didukung oleh kombinasi efektif dari

cara penyampaian, cara mengajar,

dan gaya pembelajaran yang berbeda

serta ditemukan komunikasi terbuka di

antara seluruh bagian yang terlibat.

Keuntungan dari penggunaan blended

learning sebagai sebuah kombinasi

pengajaran langsung atau tatap muka

dan pengajaran online adalah adanya

interaksi sosial antara guru dan siswa.

Blended learning memberikan ke-

sempatan terbaik untuk belajar dari ke-

las transisi ke e-learning. Blended

learning melibatkan kelas atau tatap

muka dan belajar online. Metode ini

sangat efektif untuk menambah efi-

siensi kelas instruksi dan memungkin-

kan peningkatan diskusi atau meninjau

informasi di luar ruang kelas.  ❑

*) Suprapt, Kepala SDN Potrojayan

3 Prambanan, Sleman.


